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ABSTRACT

This study is based on the Indonesian government's policy through the
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, which
mandates the registration of all land in Indonesia to ensure legal certainty, as
stipulated in Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles. An important
initiative under this policy is the Systematic Land Registration program, aimed at
accelerating comprehensive land registration throughout Indonesia, with a target
of achieving 100 Complete Regencies/Cities by 2024.

This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data
were collected through interviews with relevant officials at the Jembrana Regency
Land Office and through official document reviews. The data were organized and
analyzed to identify the typology and strategies for resolving Cluster 4 issues in
Jembrana Regency .

The results indicate that there are both technical and non-technical
challenges in improving land data quality in Jembrana Regency. The process of
resolving K4 issues in the area includes the implementation of the 5M strategy
(Man, Money, Materials, Machines, Methods), which has proven effective in
enhancing land data quality in several targeted villages.

The conclusion of this study is that the strategies and implementations
carried out have shown significant results in improving land data quality and
achieving land registration targets in Jembrana Regency. The study provides
recommendations for further steps to accelerate the K4 resolution process across
Indonesia.

Keywords: Land Registration, PTSL, Land Data Quality, Jembrana Regency,

Resolution of Cluster 4
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan agar seluruh tanah
didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka
melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk
menyelanggarakan pendaftaran tanah di kota atau kabupaten seluruh
Indonesia dengan program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama
kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di
seluruh Indonesia dalam suatu wilayah yang meliputi pengumpulan data
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran
Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Menurut artikel Kompas.com (2024). Menteri ATR/BPN vyaitu Bapak
Hadi Tjahjanto periode 2022-2024 dalam acara Coffee Morning pada
tanggal 11 Januari 2024 menyampaikan bahwa telah ditetapkan 13 (tiga
belas) Kabupaten atau Kota lengkap yang ada di Indonesia yaitu Jakarta
Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Surakarta, Tegal, Madiun,
Yogyakarta, Bontang, Denpasar, Badung, Metro, Sibolga, dan Bogor.
Namun, jumlah itu tidak sebanding dengan capaian tanah terdaftar yaitu
110,5 juta bidang. Oleh karena itu, Menteri ATR/BPN menginstruksikan
kembali kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bekerja
lebih keras lagi dan mewujudkan target 100 Kabupaten/Kota Lengkap

pada tahun 2024. Dalam rangka percepatan pendaftaran tersebut, melalui



program PTSL ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar

dan tersertipikasi pada tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 25 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, hasil akhir
kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah.

2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah namun
terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.

3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah
karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan
tertentu.

4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah
terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta
Pendaftaran dan/atau terdapat ketidak sesuaian dengan kondisi di
lapangan.

Dari keempat macam Kluster, penyelesaian K4 yang merupakan
kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target
yang harus dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana.
Pemetaan K4 ini bertujuan untuk melengkapi peta pendaftaran yang telah
ada sehingga bidang- bidang tanah yang telah bersertipikat tetapi belum
ter-entry dalam data Geo- KKP dapat diidentifikasi (Artika dan Utami,
2020).

Peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang belum terselesaikan
secara maksimal menjadikan penghambat dalam terwujudnya desa/kelurahan
lengkap (Widodo, 2022). Perbedaan kualitas data pertanahan disebabkan
minimnya jumlah bidang tanah yang masuk ke peta dasar pendaftaran,
dan bidang tanah tersebut tidak terikat pada sistem koordinat nasional
(Kusmiarto, 2017). Selain itu, K4 masih eksis karena warisan kebijakan

pendaftaran tanah masa lalu, pengarsipan manual yang belum tertata rapi



dan keterbatasan teknologi alat ukur (Widodo, 2022). Kesalahan pada
saat plotting dan migrasi dari Land Office Computerization (LOC) ke
sistem GeoKKP pun menjadi salah satu penyebabnya (Kusyaeri dkk.,
2020). Jika ditinjau lebih dalam, meskipun status data fisik berkualitas
baik/valid (kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran), namun
bidang-bidang tanah belum sesuai dengan 5 kriteria yang diatur dalam
Petunjuk Teknis (Suhattanto dkk, 2021).

Petunjuk  Teknis  Nomor  3/JUKNIS-HK.02/111/2023  tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2023. Berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum
menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai
lokasi kegiatan, peningkatan kualitas data baik untuk bidang tanah
terdaftar terpetakan (KW 1, 2, dan 3) maupun bidang tanah terdaftar yang
belum terpetakan (KW 4, 5, dan 6) dan bidang tanah yang belum terdaftar
yang dilaksanakan secara sistematik lengkap, mengelompok dalam satu
wilayah desa/kelurahan lengkap. Dari hasil pelaksanaan pekerjaan masih di
temukan hal-hal seperti Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuali
dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan Terdapat hambatan pada
pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4, 5, 6).

Pembenahan data pertanahan baik fisik maupun yuridis merupakan hal
yang mutlak untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan tumpang
tindih sertipikat PTSL dengan sertipikat lama (K4). Kegiatan ini telah
dilaksanakan oleh semua Kantor Pertanahan seiring dengan pelaksanaan
PTSL di seluruh Indonesia hingga saat ini. Kantor Pertanahan sebagai
ujung tombak pelayanan administrasi pertanahan dituntut melayani
dengan transparan, cepat, tepat, mudah, ini bisa terwujud apabila
didukung dengan tingkat kualitas data yang baik. Di Kabupaten Jembrana
sampai saat ini belum terwujudkan Kota/Kabupaten Lengkap. Dimana
pada kenyataanya peta digital yang ada belum seluruhnya di verifikasi

dan divalidasi, sehingga kualitas data pertanahan masih perlu dilakukan



reposisi, translasi, rotasi serta pengecekan lapangan karena peta yang ada
tidak akurat. Untuk mempercepat pelaksanaan pembuatan peta
Kota/Kabupaten lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di
tahun 2024 ini melakukan Perbaikan Peta dalam rangka menuju
Kabupaten Jembrana Lengkap secara spasial. Agar terwujudnya peta
digital lengkap dengan pemetaan kembali bidang-bidang tanah K4 atau
belum valid pada posisi yang benar untuk mendukung penataan kota
lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana.

Sehingga, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis
tertarik untuk meneliti problematika dan penyelesaian K4 di Kabupaten
Jembrana, bagaimana metode yang digunakan, kendala yang timbul dari
kegiatan penyelesaian K4 tersebut, dan bagaimana solusi yang dilakukan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana untuk mengatasi permasalahan

yang menjadi penghambat terwujudnya Kota/Kabupaten Lengkap.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi yang digunakan dalam penyelesaian K4 dalam
rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?

2. Bagaimana proses penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten
lengkap di Kabupaten Jembrana?

3. Apa saja kendala yang timbul dalam penyelesaian K4 dalam rangka
menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana?

4. Bagaimana solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam
penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap di

Kabupaten Jembrana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:



a. Mengetahui strategi penyelesaian K4 dalam rangka menuju
kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.

b. Mengetahui proses penyelesaian K4 dalam rangka menuju
kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.

c. Mengetahui kendala yang timbul dalam penyelesaian K4 dalam
rangka menuju kabupaten lengkap di Kabupaten Jembrana.

d. Mengetahui solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
dalam penyelesaian K4 dalam rangka menuju kabupaten lengkap
di Kabupaten Jembrana.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat

teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada
umumnya di bidang perbaikan K4 untuk menuju kabupaten
lengkap.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu

pengetahuan peneliti dan menambah wawasan peneliti
terkait penyelesaian K4 khususnya di Kabupaten Jembrana.

2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian
ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di
bidang pertanahan terkait penyelesaian K4 khususnya di
Kabupaten Jembrana.

3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian K4
khususnya di Kabupaten Jembrana.

4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan
pengetahuan khususnya masyarakat yang masih belum tau

apa itu K4 dan apa manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana telah merancang rencana
dalam strategi penyelesaikan Kluster 4 dengan tujuan mencapai
status kabupaten yang lengkap, yaitu dengan melakukan pemetaan
dan inventarisasi bidang tanah secara menyeluruh di seluruh
wilayah kabupaten. Proses pendataan ini melibatkan penggunaan
teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG)dan survei lapangan
dari tingkat desa hingga kabupaten untuk memastikan keakuratan
data.

2. Proses penyelesaian yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data
pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana meliputi
scanning arsip data pertanahan, digitasi data, dan survei lapangan
untuk memastikan kondisi eksisting bidang tanah. Dengan demikian,
data yang terkumpul dapat diintegrasikan dengan tepat ke dalam
sistem KKP, sehingga identifikasi potensi Kluster 4 dapat dilakukan
dengan lebih akurat dan proses menuju kabupaten lengkap
terintegrasi.

3. Kendala dalam proses peningkatan kualitas data K4 di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jembrana antara lain tumpang tindih bidang
tanah yang akan dipetakan, tidak ada ruang di peta pendaftaran untuk
memetakan bidang tanah, sengketa batas, dan subjek bidang tanah
tidak mengetahui letak objek bidang tanah.

4. Terdapat beberapa solusi yang dijadikan alternatif oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam melakukan kegiatan
peningkatan kualitas data K4 menuju kabupaten lengkap antara lain
memetakan data potensi KW 4,5,6 secara maksimal, melaksanakan
pengecekan lapang ke setiap desa dengan menggali informasi kepada

aparat desa dan masyarakat desa tersebut, dan mendata bidang-bidang



tanah yang belum bisa dipetakan untuk selanjutnya dimasukkan ke
dalam daftar K4.2

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu melakukan inventarisasi data
bidang-bidang tanah termasuk ke dalam daftar bidang tanah Kluster 4.2.
Perlu dilakukan penelitian data lanjutan terhadap data bidang tanah
Kluster 4.2 tersebut, selanjutnya diselesaikan sesuai dengan aturan yang
berlaku.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu melakukan pendataan
terhadap bidang-bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih dalam
proses penyelesaian kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah K4
dalam rangka menuju kabupaten lengkap. Terhadap data bidang-bidang
tanah terindikasi tumpang tindih tersebut kemudian dilakukan proses
penyelesaiannya agar tidak muncul sengketa atau konflik pertanahan di
masa mendatang.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana perlu menyelenggarakan
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk
memberikan pelatihan intensif dan berkesinambungan kepada pegawai.
Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Dari pelatihan ini
juga dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam menangani
persoalan pertanahan.

4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya kaji
lebih dalam tentang permasalahan Kluster 4 di Kabupaten Jembrana yang
dijadikan objek penelitian dengan memperbanyak studi literatur,

wawancara, serta sumber referensi terbaru.
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